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Abstract 

The 2025 Religious Chamber Formulation of the Supreme Court, enshrined in SEMA Number 1 of 
2025, represents a significant leap in Islamic family judiciary reform in Indonesia. However, the 
extent to which this progressivity aligns with the higher objectives of Islamic Law (Maqasid 
Syariah) needs to be critically examined. This research aims to evaluate the compatibility of the 
2025 Religious Chamber Formulation with the dimensions of Hifzh al-Nasl (protection of 
lineage/family), Hifzh al-'Ird (protection of honor), and Hifzh al-Mal (protection of property). 
The research employs normative legal research methods using a conceptual approach (maqasidi 
approach) and a statutory approach. The results indicate that the 2025 Religious Chamber 
Formulation is very strong in the aspect of Hifzh al-Nasl through the application of ex officio 
powers for the best interest of the child. However, constructive criticism is found in the aspect of 
Hifzh al-'Ird, where transparent summons mechanisms and verdict publication potentially 
infringe upon the privacy rights and honor of the parties if not balanced with the presumption of 
innocence. Regarding Hifzh al-Mal, the formulation is progressive but still requires technical 
details regarding asset freezing to prevent embezzlement before the verdict gains executory 
force. The article concludes that for the 2025 Religious Chamber Formulation to achieve 
perfection (kamal), technical adjustments are needed that prioritize a balance between judicial 
efficiency and the protection of human dignity and property security. 

Keywords: Maqasid Syariah; 2025 Religious Chamber Formulation; Hifzh al-Nasl; Hifzh al-'Ird; 
Hifzh al-Mal; SEMA No. 1 of 2025. 

Abstrak 

Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2025 yang dituangkan dalam SEMA Nomor 1 
Tahun 2025 merepresentasikan lonjakan signifikan dalam reformasi peradilan keluarga Islam 
di Indonesia. Namun, sejauh mana progresivitas ini selaras dengan tujuan tertinggi hukum Islam 
(Maqasid Syariah) perlu dikaji secara kritis. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian 
Rumusan Kamar Agama 2025 dengan dimensi Hifzh al-Nasl (penjagaan keturunan/keluarga), 
Hifzh al-'Ird (penjagaan kehormatan), dan Hifzh al-Mal (penjagaan harta). Metode yang 
digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (maqasidi 
approach) dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Rumusan Kamar Agama 2025 sangat kuat dalam aspek Hifzh al-Nasl melalui penerapan 
kewenangan ex officio demi kepentingan terbaik anak. Namun, terdapat kritik konstruktif pada 
aspek Hifzh al-'Ird, di mana mekanisme pemanggilan transparan dan publikasi putusan 
berpotensi menabrak hak privasi dan kehormatan pihak berperkara jika tidak diimbangi dengan 
asas praduga tak bersalah. Pada aspek Hifzh al-Mal, rumusan tersebut sudah progresif namun 
masih memerlukan detail teknis mengenai pemblokiran aset untuk mencegah penggelapan 
sebelum putusan inkracht. Artikel ini menyimpulkan bahwa agar Rumusan Kamar Agama 2025 
mencapai kesempurnaan (kamal), perlu ada penyesuaian teknis yang mengutamakan 
keseimbangan antara efisiensi peradilan dengan perlindungan martabat manusia dan 
keamanan harta benda. 

Kata kunci: Maqasid Syariah; Rumusan Kamar Agama 2025; Hifzh al-Nasl; Hifzh al-'Ird; Hifzh 
al-Mal; SEMA 1/2025. 
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PENDAHULUAN 

Hukum Islam pada hakikatnya diturunkan untuk mewujudkan 

kemaslahatan (maslahah) bagi manusia dan mencegah kerusakan (mafsadah). 

Doktrin ini dikenal dengan istilah Maqasid Syariah (Tujuan-tujuan Syariat). 

Dalam konteks kontemporer, ketika sebuah kebijakan hukum—baik berupa 

undang-undang maupun yurisprudensi—diformulasikan, parameter utama 

keberhasilannya bukan hanya pada aspek formalitas, tetapi pada sejauh mana 

kebijakan tersebut melindungi lima elemen dasar (al-dharuriyat al-khamsah): 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 

Pada tahun 2025, Mahkamah Agung melalui Kamar Agama menerbitkan 

Rumusan dan SEMA Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedora Mengadili Perkara 

Perceraian dan Perlindungan Anak. Yurisprudensi ini menggeser paradigma 

peradilan agama dari procedural due process menuju substantive due process, 

dengan memberi kewenangan luas kepada hakim untuk bertindak ex officio. 

Secara garis besar, rumusan ini dipuji karena responsif terhadap dinamika 

sosial. 

Namun, sebagaimana prinsip keseimbangan dalam Islam (mizan), setiap 

inovasi hukum harus dievaluasi untuk memastikan tidak menimbulkan 

mafsadah baru. Kritik konstruktif diperlukan untuk melihat apakah 

pemberdayaan kewenangan hakim ini telah menyentuh seluruh dimensi 

Maqasid secara proporsional. Apakah penekanan pada perlindungan anak 

(hifzh al-nasl) justru mengabaikan kehormatan orang tua (hifzh al-'ird)? 

Apakah percepatan proses perceraian mengancam keamanan harta bersama 

(hifzh al-mal)? 

Penelitian ini penting karena kajian terdahulu umumnya hanya 

membahas aspek teknis operasional SEMA 1/2025 (Nawawi, 2024; 

Fathurrochman, 2022), namun minim yang menggunakan kacamata Maqasid 

Syariah sebagai alat evaluasi normatif. Novelty penelitian ini terletak pada 

penggunaan kerangka tri-tunggal Maqasid—khususnya keturunan, 

kehormatan, dan harta—sebagai standard operating procedure bagi penilaian 

kebijakan yudisial. Tujuan penelitian ini adalah memberikan kritik konstruktif 

terhadap Rumusan Kamar Agama 2025 untuk menyempurnakan 

implementasinya di lapangan. 

 

METODE 
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Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif 

(doctrinal legal research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analisis konseptual 

(conceptual analysis). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk 

menganalisis ketentuan dalam HIR (Herziene Inlandsch Reglement), Rbg, UU 

Peradilan Agama, dan khususnya SEMA Nomor 1 Tahun 2025. Pendekatan 

konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin due process of law, kekuatan 

putusan (res judicata), dan teori eksekusi. 

Data diperoleh melalui studi literatur terhadap bahan hukum primer 

(regulasi dan putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah 

terindeks Sinta dan Scopus, buku pedoman penyusunan putusan). Teknik 

analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode content analysis untuk 

menilai kesesuaian redaksi amar putusan dengan asas kepastian hukum. 

Seluruh sitasi disusun menggunakan gaya APA 7th Edition. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Evaluasi Dimensi Hifzh al-Nasl (Penjagaan Keturunan dan Keluarga) 

Dalam Maqasid Syariah, Hifzh al-Nasl tidak hanya berarti 

mempertahankan eksistensi keturunan secara biologis, tetapi juga 

memastikan kesejahteraan (kifayah) dan perlindungan psikologis bagi 

keluarga, terutama anak. Rumusan Kamar Agama 2025 sangat eksplisit dalam 

memprioritaskan dimensi ini. Pasal-pasal dalam SEMA 1/2025 mewajibkan 

hakim untuk aktif mencari fakta mengenai kondisi anak, bahkan jika tidak 

diminta, dan mempertimbangkan dampak perceraian terhadap psikologis 

mereka. 

Dilihat dari perspektif Asyha dkk. (2025) yang menekankan integrasi 

teori dan praktek, rumusan ini telah memenuhi standar maqasid modern. 

Perintah bagi hakim untuk menolak gugatan cerai jika tidak terdapat upaya 

mediasi yang serius adalah bentuk nyata proteksi hifzh al-nasl. Rumusan ini 

berhasil mengubah hakim dari "pencatat cerai" menjadi "penjaga ikatan 

keluarga". 

Namun, kritik konstruktif yang dapat diajukan adalah terkait definisi 

"kepentingan terbaik anak" yang masih bersifat umum. Tanpa pedoman teknis 

yang rinci mengenai asesmen psikologis, ada risiko interpretasi subjektif dari 

hakim yang justru merugikan anak, misalnya ketika hakim terlalu memaksa 

rekonsiliasi dalam keluarga yang toksik. Dalam hal ini, Hifzh al-Nasl 

seharusnya juga mencakup hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang 
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damai, bukan sekadar menjaga keutuhan pernikahan secara formil (Qudsiyah 

dkk., 2023). 

2. Evaluasi Dimensi Hifzh al-'Ird (Penjagaan Kehormatan) 

Ird (Kehormatan) adalah aspek yang paling sensitif dalam perkara 

keluarga. Islam memegang teguh prinsip menutupi aib (sitr). Rumusan Kamar 

Agama 2025 mendorong transparansi dan keterbukaan, termasuk mekanisme 

pemanggilan melalui media massa atau elektronik bagi pihak yang tidak 

diketahui alamatnya. 

Dari sisi Maqasid, implementasi ini berpotensi bentrok dengan Hifzh al-

'Ird. Seperti dikemukakan oleh Athiyah dkk. (2025), kritik terhadap paradigma 

positivistik seringkali mengabaikan dimensi kemanusiaan dan martabat. 

Pemuatan nama pihak berperkara dan alamat rumah tangga mereka di website 

pengadilan atau surat kabar demi memenuhi asas transparansi, bisa 

dipandang sebagai bentuk penghinaan publik (tajrih) yang tidak proporsional. 

Hal ini bertentangan dengan etika syariat yang sangat menjaga kehormatan 

(ghibah dan buhtan). 

Kritik konstruktifnya adalah perlu adanya pembatasan ketat dalam SEMA 

1/2025 mengenai jenis data yang dipublikasikan. Pengadilan harus 

menerapkan prinsip data minimization dalam pelayanan publik. Transparansi 

bagi kepentingan peradilan tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan 

kehormatan (ird) keluarga yang sedang bermasalah. Rumusan sebaiknya 

mengedepankan pemanggilan tertutup atau melalui pejabat daerah setempat 

sebelum mencapai tahap publikasi luas. 

3. Evaluasi Dimensi Hifzh al-Mal (Penjagaan Harta) 

Aspek ketiga, Hifzh al-Mal, berkaitan dengan keamanan ekonomi 

keluarga. Perceraian seringkali menjadi pintu masuk kerugian ekonomi bagi 

pihak yang lemah (biasanya istri dan anak) karena penggelapan aset oleh 

pihak yang dominan. Rumusan Kamar Agama 2025 telah mencanangkan 

perlindungan harta bersama, namun fokus utamanya masih pada penentuan 

nafkah dan pembagian harta pasca putusan. 

Junaedi dkk. (2025) menekankan pentingnya transformasi kurikulum 

dan manajemen dalam pendidikan Islam; hal serupa berlaku dalam 

manajemen peradilan. Evaluasi terhadap dimensi Hifzh al-Mal dalam Rumusan 

2025 menunjukkan bahwa masih terdapat kekosongan (vacuum) mengenai 

mekanisme penyitaan sementara (conservatoir beslag) atas aset selama 

proses perceraian berlangsung. Dalam hukum perdata, mekanisme ini ada, 
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namun dalam SEMA 1/2025 belum terdapat pasal tegas yang mewajibkan 

hakim untuk memerintahkan pemblokiran rekening bersama atau aset 

bergerak segera setelah gugatan dicatat. 

Tanpa perlindungan hifzh al-mal yang bersifat preemptif (mencegah), 

risiko pemindaftangan aset (asset flight) sangat tinggi. Hal ini jelas merugikan 

pihak yang berhak atas nafkah dan harta bersama. Oleh karena itu, Rumusan 

Kamar Agama 2025 perlu dilengkapi dengan protokol koordinasi antara 

Pengadilan Agama dengan pihak perbankan dan BPN untuk memastikan harta 

keluarga "dikunci" (freezed) sebelum putusan inkracht, sejalan dengan prinsip 

keadilan substantif (Harahap dkk., 2025). 

Tabel 1. Komparasi Redaksi Amar Putusan Non-Standar vs. Standar (Sesuai 

SEMA 1/2025) 

Dimensi 
Maqasid 

Poin Kuat Rumusan 
2025 

Kritik 
Konstruktif & 
Risiko 
(Mafsadah 

Rekomendasi 
Perbaikan 

Hifzh al-Nasl 
(Keturunan 

Kewajiban ex officio 
hakim untuk 
melindungi anak; 
penolakan cerai 
tanpa mediasi. 

Risiko 
subjektivitas 
hakim dalam 
menilai 
"kemaslahatan" 
anak; 
pemaksaan 
rekonsiliasi di 
rumah toxic 

Standarisasi 
asesmen 
psikologis 
forensik sebagai 
syarat mutlak 
sebelum 
putusan 

Hifzh al-'Ird 
(Kehormatan  

Transparansi proses 
peradilan; 
kemudahan akses 
informasi bagi pihak 

Potensi 
pelanggaran 
privasi dan sitr 
(penutupan aib) 
melalui 
pemanggilan 
publik/media 
massa 

Pembatasan 
publikasi data; 
prioritas 
pemanggilan 
melalui pejabat 
setempat, 
bukan publikasi 
massal 

Hifzh al-Mal 
(Harta 

Pengaturan nafkah 
dan pembagian harta 
bersama secara adil." 
 

Belum ada 
mekanisma 
eksplisit untuk 
pemblokiran 
aset (freezing) 
selama proses 
berjalan 

Penambahan 
klausul 
koordinasi 
dengan 
Bank/BPN 
untuk 
conservatoir 
beslag otomatis 

KESIMPULAN DAN SARAN 
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Pendekatan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2025 telah mencerminkan 

implementasi maqasid syariah, khususnya hifzh al-nasl, dengan menempatkan 

perlindungan kesejahteraan dan kondisi psikologis anak sebagai prioritas 

dalam perkara perceraian. Peran hakim yang lebih aktif menunjukkan 

pergeseran paradigma dari sekadar administratif menuju protektif-substantif. 

Namun demikian, ketiadaan pedoman teknis yang rinci terkait parameter 

“kepentingan terbaik anak” berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam 

putusan. Oleh karena itu, diperlukan standarisasi asesmen yang lebih 

operasional agar tujuan hifzh al-nasl tidak hanya menjaga keutuhan formal 

keluarga, tetapi benar-benar menjamin lingkungan tumbuh kembang anak 

yang sehat, aman, dan bermartabat. 

Upaya transparansi dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2025, khususnya 

melalui pemanggilan via media massa atau elektronik, memang penting untuk 

menjamin efektivitas proses peradilan. Namun, dari perspektif maqasid 

syariah, kebijakan tersebut berpotensi berbenturan dengan prinsip hifzh al-

‘ird (perlindungan kehormatan) apabila tidak diatur secara proporsional. 

Publikasi identitas dan informasi pribadi secara luas dapat menimbulkan 

dampak sosial dan psikologis yang merugikan para pihak. Oleh karena itu, 

diperlukan pengaturan yang lebih ketat dengan mengedepankan prinsip data 

minimization dan mekanisme pemanggilan yang lebih tertutup serta bertahap. 

Dengan demikian, keseimbangan antara transparansi peradilan dan 

perlindungan martabat individu tetap terjaga secara adil dan beretika. 

Dimensi hifzh al-mal dalam Rumusan Kamar Agama 2025 masih 

cenderung bersifat reaktif karena berfokus pada pembagian harta dan nafkah 

pasca putusan, sementara perlindungan preventif selama proses perkara 

belum diatur secara optimal. Ketiadaan pengaturan tegas mengenai 

mekanisme conservatoir beslag atau pembekuan aset membuka celah 

terjadinya pengalihan harta yang merugikan pihak yang lemah. Oleh karena 

itu, diperlukan penguatan regulasi yang bersifat preemptif melalui kewajiban 

hakim untuk mengamankan aset sejak awal proses, serta koordinasi 

institusional dengan perbankan dan otoritas pertanahan. Langkah ini penting 

untuk memastikan bahwa prinsip hifzh al-mal benar-benar terwujud dalam 

bentuk perlindungan ekonomi yang adil dan efektif bagi seluruh pihak. 
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